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QANUN KOTA LANGSA
NOMOR 13 TAHUN 2OO8

TENTANG

IJIN PENGOPERASIAN BECAK BERMOTOR
DALAM KOTA LANGSA

BISMILLAHIRRAHMAN IRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

bahwa keberadaan becak bermotor di Kota Langsa merupakan salah
satu sarana angkutan umum sekal igus sumber mata pencahar ian
sebagian masyarakat  yang jumlahnya terus meningkat ;

bahwa penert iban terhadap becak bermotor perlu di laksanakan
sehingga tercipta tert ib berlalul intas dalam masyarakat Kota Langsa
disamping merupakan salah satu sumber Pendapatan Asl i  Daerah (PAD)
dar i  Sektor  Retr ibus i ;

bahwa berdasarkan per t imbangan sebagaimana d imaksud dalam huruf
a dan huruf  b  d i  a tas per lu  d i te tapkan dalam Qanun.

Undang-Undang Nomor B Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Nomor 3209) ;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu L intas dan
Angkutan Ja lan (  Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Tahun 1992
Nomor 49,  Tambahan Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Nomor
3aB0) ;
Undang-Undang Nomor 18 Tahun L997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 7997
Nomor 41,  Tambahan Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Nomor
3685)  sebagaimana te lah d iubah dengan Undang-Undang Nomor 34
Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun
1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Republ ik  indonesia Nomor 4048) ;
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak
Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3686) ;
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Keistimewaan Propinsi Daerah Ist imewa Aceh (Lembaran Negara
Republ ik  Indonesia Tahun 1999 Nomor 172 Tambahan Lembaran
Negara Republ ik  Indonesia Nomor 3893) ;
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota
Langsa (Lembaran Negara Republ ik  indonesia Tahun 2001 Nomor 83,
Tambahan Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Nomor 4110) ;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republ ik  indonesia Tahun
2004 Nomor 53,  Tambahan Lembaran Negara Republ ik  Indonesia
Nomor 4389) ;
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B. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemer intahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20A4 Nomor L25,
Tambahan Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana te lah d iubah untuk kedua kal inya dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2A04 tentang Pemer intahan Daerah (Lembaran
Negara Republ ik  Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,  Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a9aa);

9.  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Per imbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor !26,  Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;

10.  Undang-Undang Nomor 38 Tahun 20A4 tentang la lan (Lembaran
Negara Republ ik  Indonesia Tahun 20A4 Nomor L32,  Tambahan
Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Nomor 44aa) ;

11.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemer intahan Aceh
(Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Tahun 2006 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republ ik  indonesia Nomor 4633) ;

12.  Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

13.  Peraturan Pemer intah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Ja lan
(Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Tahun 1993 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);

14, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan
Kendaraan Bermotor  d i  la lan (Lembaran Negara Republ ik  Indonesia
Tahun 1993 Nomor 60,  Tambahan Lembaran Negara Republ ik  Indonesia
Nomor  3528) ;

l5 .Peraturan Pemer intah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan
Lalu L intas la lan (Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Tahun 1993
Nomor 63,  Tambahan Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Nomor
352e) ;

16.  Peraturan Pemer intah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan
Pengemudi  (Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Tahun 1993 Nomor
62,  Tambahan Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Nomor 3530) ;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Tahun 2001 Nomor 119,
Tambahan Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Nomor 4139) ;

18.  Peraturan Pemer intah Republ ik  Indonesia Nomor 34 Tahun 2006
tentang Ja lan (Lembaran Negara Republ ik  indonesia Tahun 2006 Nomor
86,  Tambahan Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Nomor a655) ;

19.  Keputusan Menter i  Perhubungan Nomor 9 Tahun 2OO4 tentang
Pengujian Type Kendaraan Bermotor;

20,Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan
Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2AA7
Nomor 03,  Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam
Nomor  03 .

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA

dan
WALIKOTA LANGSA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KOTA LANGSA TENTANG IJIN PENGOPERASIAN BECAK
BERMOTOR DALAM KOTA LANGSA.

BAB I  . .



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Da lam Qanun  in i  yang  d i  maksud  dengan :
1. Daerah yang selanjutnya disebut Kota adalah Kota Langsa ;
2. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah

Walikota beserta Perangkat Daerah ;
3. Walikota adalah Walikota Langsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kota yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK)
adalah unsur  penyelenggara Pemer intah Kota yang anggotanya
d ip i l i h  me la lu i  Pemi l i han  Umum;

4. Dewan Perwakilan Rakyat selanjutnya Dewan Perwakilan Rakyat Kota
(DPRK) adalah DPRK Kota Langsa;

5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Langsa;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Langsa;
7.  Dinas adalah Dinas Perhubungan,  Komunikas i  dan In format ika Kota

Langsa;
B.  Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan,  Komunikas i  dan

Informatika Kota Langsa ;
9.  Ja lan Umum adalah la lan yang d ipergunakan untuk Lalu L intas

U m u m ;
10.  Ja lan Khusus adalah Ja lan yang d ibangun o leh instans i ,  badan usaha

perseorangan,  atau ke lompok masyarakat  untuk kepent ingan sendi r i ;
11.  Becak bermotor  adalah se jenis  kendaraan yang menggunakan mesin

bermotor  roda t iga dengan bak samping;
12.  Kendaraan adalah suatu a lat  yang dapat  bergerak d i  ja lan yang terd i r i

dari kendaraan bermotor dan kendaraan yang t idak bermotor;
13.  Kendaraan Utama adalah kendaraan bermotor  roda dua yang

menggerakkan bak samping;
14.  Bak Samping adalah gandengan berupa tempat  duduk penumpang

atau barang yang berada di samping pengemudi;
15.  Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal  yang merupakan

kesatuan baik  yang melakukan usaha maupun yang t idak melakukan
usaha yang meliputi Perseroan Terbatas (PT), Perseroan Komanditer
(CV),  Perseroan Lainnya,  Badan Usaha Mi l ik  Negara (BUMN) atau
Badan Usaha Mi l ik  Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk
apapun,  F i rma (Fa) ,  Kongsi ,  Koperas i ,  Dana Pensiun,  Persekutuan,
Perkumpulan,  Yayasan,  Organisas i  Massa,  Organisas i  Sosia l  Pol i t ik ,
a tau Organisas i  yang se jenis  lembaga,  bentuk usaha dan bentuk
badan  la innya ;

16.  Retr ibus i  adalah pungutan Daerah sebagai  pembayaran atas jasa
terhadap pemberian l j in dan atau Rekomendasi tertentu yang khusus
disediakan dan atau d iber ikan o leh Pemer intah Kota untuk
Kepent ingan orang pr ibadi  a tau badan;

17. Retribusi Peri j inan tertentu adalah retr ibusi atas kegiatan tertentu
Pemerintah Kota dalam rangka pemberian i j in kepada orang pribadi
atau badan yang d imaksudkan untuk pembinaan,  pengaturan,
pengendal ian,  dan pengawasan atas kegiatan atas pemanfaatan
ruang,  penggunaan sumber daya a lam, barang,  prasarana,  sarana,
atau fas i l i tas ter tentu guna mel indungi  kepent ingan umum dan
menjaga ke lestar ian l ingkungan;

18.  Waj ib  Retr ibus i  adalah orang pr ibadi  a tau badan yang menurut
Peraturan Perundang-undangan Retr ibus i  d iwaj ibkan untuk melakukan
pembayaran retr ibusi termasuk pemungutan atau pemotongan
Retribusi tertentu;

19. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu teftentu yang n' lerupakan
batas waktu bagi wajib retr ibusi untuk memanfaatkan I j in
Pengoperasian Becak Bermotor;

20. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya di singkat
SPORD adalah surat  yang d igunakan o leh waj ib  ret r ibus i  untuk
melaporkan data objek ret r ibus i  dan waj ib  ret r ibus i  sebagai  dasar

perh i tunga n



perhitungan dan pembayaran retr ibusi yang terutang menurut Qanun
i n i ;

21.  Surat  Ketetapan Retr ibus i  Daerah se lanjutnya d is ingkat  SKRD adalah
surat  keputusan yang menentukan besarnya jumlah ret r ibus i  yang
terh uta ng;

22.  Surat  Ketetapan Retr ibus i  Daerah Kurang Bayar  Tambahan yang
selanjutnya d i  s ingkat  SKRDKBT adalah surat  keputusan yang
menentukan tambahan atas jumlah ret r ibus i  yang te lah d i te tapkan;

23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya
dis ingkat  SKRDLB adalah surat  keputusan yang menentukan jumlah
kelebihan pembayaran ret r ibus i  karena jumlah kredi t  re t r ibus i  leb ih
besar  dar i  re t r ibus i  yang terhutang atau t idak seharusnya terhutang;

24. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD
adalah surat  untuk melakukan tag ihan ret r ibus i  dan atau sanksi
admin is t ras i  berupa denda ;

25. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan
terhadap SKRD atau dokumen la in  yang d ipersamakan,  SKRDKBT dan
SKRDLB yang d ia jukan o leh Waj ib  Retr ibus i ;

26,  Surat  Tanda Uj i  Kendaraan selanjutnya d isebut  STUK sebagai  tanda
bukti kendaraan bermotor yang telah diuj i  kelaikannya yang
dike luarkan o leh Dinas Perhubungan,  Komunikas i  dan In format ika
setempat;

27. Surat Registrasi Uji  Type adalah Surat yang dikeluarkan oleh Direktur
Jendra l  Perhubungan Darat  C/q.  Dinas Perhubungan Prov ins i  untuk
penguj ian type kendaraan bermotor ;

28.  Penguj ian berkala kendaraan bermotor  adalah penguj ian u lang yang
di lakukan o leh Dinas Perhubungan,  Komunikas i  dan Perhubungan
kepada becak bermotor dalam jangka waktu tertentu;

29.  Uj i  type kendaraan bermotor  adalah penguj ian yang d i lakukan o leh
Dinas Perhubungan,  Komunikas i  dan In format ika terhadap type becak
bermotor;

30.  Ser t i f ikas i  u j i  type adalah surat  yang d ike luarkan o leh Dinas
Perhubungan,  Komunikas i  dan In format ika atas u j i  type becak
bermotor;

31.  Pengesahan rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor
adalah surat  pengesahan yang d ike luarkan o leh Di rektur  Jendra l
Perhubungan Darat  C/q.  Dinas Perhubungan Prov ins i  a tas rancang
bangun dan rekayasa kendaraan bermotor ;

32.  Surat  I j in  Mengemudi  se lanjutnya d isebut  SIM,  bukt i  d i r i  kaf tu  sebagai
leg i t imasi  bagi  set iap penduduk untuk mengendara i  kendaraan
bermotor  yang d i terb i tkan o leh Kepol is ian Republ ik  Indonesia yang
ber laku d ise luruh wi layah Negara Kesatuan Republ ik  Indonesia

33.  Bukt i  Pemi l ikan Kendaraan Bermotor  d isebut  BPKB, bukt i  kepemi l ikan
kendaraan bermotor  yang d i terb i tkan o leh Kepol is ian Republ ik
Indonesia yang ber laku d ise luruh wi layah Negara Kesatuan Republ ik
Indonesia;

34.  Kar tu Tanda Penduduk d is ingkat  KTP,  bukt i  d i r i  kar tu  sebagai
leg i t imasi  Ident i tas d i r i  bagi  set iap penduduk yang d i terb i tkan o leh
Pemer intah Kota yang ber laku d ise luruh wi layah Negara Kesatuan
Repub l i k  i ndones ia ;

35.  Surat  Tanda Nomor Kendaraan d is ingkat  STNK, bukt i  ident i tas
kendaraan bermotor  yang d i terb i tkan o leh Kepol is ian Republ ik
Indonesia yang ber laku d ise luruh wi layah Negara Kesatuan Republ ik
Indones ia ;

36.  Pengawasan adalah t indakan pengawasan yang d i  se lenggarakan o leh
Instansi  Pemer intah yang berwenang untuk mendapatkan kepast ian
kela ikan ja lan becak bermotor  dan ketaatan para pengemudi  da lam
mematuhi  Qanun Kota Langsa in i ;

37,  Pemer iksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencar i ,
mengumpulkan dan mengolah dan atau keterangan la innya dalam
rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewaj iban ret r ibus i
berdasarkan peraturan perundang-undangan ret r ibus i  daerah;

38 .  Peny id i k
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38.  Penyid ik  T indak Pidana d i  b idang Retr ibus i  Daerah adalah serangkaian
t indakan yang d i lakukan o leh penyid ik ,  untuk mencar i  ser ta
mengumpulkan bukt i  yang dengan bukt i  i tu  membuat  terang t indak
pidana d i  b idang ret r ibus i  daerah yang ter jad i  sef ta  menemukan
tersangkanya.

BAB II
KETE NTUAN PENGOPERASIAN

Bagian Pertama
Persyaratan Administrasi Becak Bermotor

Pasal 2

Surat  Tanda Uj i  Kendaraan (STUK) sebagaimana d imaksud pada Pasal
(1)  angka 26 d i terb i tkan o leh Wal iKota Langsa c.q Dinas
Perhubungan,  Komunikas i  dan In format ika Kota Langsa;
Bentuk Surat  Tanda Uj i  Kendaraan d isamakan dengan Surat  Tanda Uj i
Kendaraan yang te lah beredar  sampai  saat  in i  sampai  d ia tur
perubahan leb ih lan jut  o leh Wal ikota Langsa sesuai  Ketentuan yang
ber la  ku;
Setiap orang yang mengoperasikan Becak Bermotor di Kota Langsa
harus memperoleh Kaftu Tanda Pendaftaran Pengoperasian Becak
Bermotor  dar i  Dinas Perhubungan,  Komunikas i  dan In format ika Kota
La ngsa;
Untuk memperoleh Kartu Tanda Pendaftaran sebagaimana dimaksud
dalam ayat  (1)  d i  a tas,  Pemi l ik  d iwaj ibkan mengajukan permohonan
ter tu l is  kepada Wal ikota Langsa C/q Dinas Perhubungan,  Komunikas i
dan Informatika Kota Langsa dengan persyaratan administrasi
sebagai  ber ikut  :
a .  Kar tu Tanda Penduduk (KTP) Domis i l i  d i  Kota Langsa;
b.  Surat  lz in  Mengemudi  (S iM);
c .  Surat  Tanda Nomor Kendaraan Bemotor  (STNK) dengan warna

Tanda Nomor Kendaraan Kuning;
d.  Bukt i  Pemi l ikan Kendaraan Bermotor  (  BPKB);
e.  Surat  Tanda Uj i  Kendaraan (STUK).

Bagian Kedua
Persyaratan Teknis dan Kelaikan Jalan Becak Bermotor

Pasal 3

len is  kendaraan utamanya yang d igunakan adalah is i  s i l inder  100 cc;
Setiap becak penumpang / barang bermotor, harus memenuhi
persyaratan d imensi  kendaraan mel iput i  :
a .  Lebar  tempat  duduk d iukur  dar i  bagian dalam (bagian atas)  74

c m ;
b.  Lebar  tempat  duduk (bagian bawah) 68 cm;
c.  Luas lanta i  bak samping 50 x  67 cm;
d.  Lebar  bumper depan (T iang Pengaman) 86 cm;
e.  Lebar  bumper belakang 80 cm;
f .  Lebar  bak belakang (atas)  80 cm;
g.  Lebar  bak belakang (bawah) 72 cm;
h.  Lebar  bak samping (atas)  55 cm;
i .  Pan jang  bak  samp ing  (bawah)  116  cm;
j ,  Jarak sandaran bangku ke bumper depan ( t iang pengaman) 90

c m ;
k,  T inggi  bumper pengaman (dar i  lanta i  dasar)  77 cm;
L T inggi  t iang fantas i  dar i  bumper 30 cm;
m. Panjang as roda kereta samping 65 cm;
n .  T ingg i  bak  samp ing  55  cm;

(4 )
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o.  T inggi  tenda dar i  bak samping 65 cm;
p .  Uku ran  ban  m in ima l  250 -18 .

(3)  S is tem Pembuangan mel iput i  :
a .  Menggunakan sar ingan knalpot ;
b .  T ingkat  kebis ingan antara 82 s /d 84 DB (Dis ib le)  dan 72 S/d 74 DB

(Des ib le ) ;
c .  Gas buang dan asap d iarahkan kebelakang atau s is i  kanan sebeiah

belakang dengan ambang batas emis i  gas buang :
-  Kadar  HC (Hidro Carbon)  maksimal  antara 4,5 o/o;
-  Kadar  CO (Karbon Monoksida)  maximal  1200 rpm diukur  pada

percepatan bebas.
(4)  S is tem Suspensi

Set iap kendaraan utama termasuk bak samping harus memi l ik i  s is tem
suspensi  ba ik  gas maupun per  yang mampu menahan beban,  getaran
maupun kejutan;

(5)  A lat  Kemudi
a,  Stang kemudi  yang akan d igunakan adalah Stang L,  2  i
b .  Dapat  d igerakkan dengan tenaga yang wajar ;
c .  T idak sampai  berbenturan dengan bumper depan sewaktu

melakukan manuver .
(6)  Rem

Harus memi l ik i  rem yang mampu mengendal ikan kecepatan atau
memper lambat  dan memperhent ikan kendaraan;

(7)  Lampu- lampu terd i r i  dar i  :
a .  Lampu utama berwarna put ih  yang cukup terang;
b.  Lampu s ign (petunjuk arah)  berwarna kuning pada bagian depan

dan belakang kendaraan;
c.  Satu lampu posis i  depan dan belakang berwarna put ih  yang

memberi batas kereta samping pada waktu malam hari;
d .  Satu lampu rem berwarna merah;
e.  Satu lampu penerangan antara nomor kendaraan d i  bagian

belakang.
(8) Becak bermotor yang mengalami perubahan bentuk dan fungsi serta

tidak memenuhi ketentuan persyaratan teknis merupakan becak
bermotor  yang t idak la ik  ja lan.

(9)  Becak bermotor  yang mengalami  perubahan bentuk dan fungsi  waj ib
di lakukan pengecekan ulang terhadap becak bemotor tersebut yang
kemudian d isahkan o leh Di rektur  lendra l  Perhubungan Darat  Cq.
Dinas Perhubungan Provinsi dengan dikeluarkannya Surat Registrasi
Uji  Tipe Kendaraan Bermotor.

Pasal 4

(1)  J ika te lah memenuhi  persyaratan teknis  sebagaimana d imaksud pasal
3 di atas akan diberikan Kaftu Tanda Pendaftaran Pengoperasian
Becak Bermotor sebagai bukti telah memenuhi persyaratan teknis
Becak Bermotor;

(2) Identitas kendaraan becak bermotor dibagi menurut wilayah
pengoperastan:

a.  Wi layah I ,  Ser i  A
1. Kecamatan Langsa Kota;
2. Kecamatan Langsa Baro;
3. Kecamatan Langsa Lama.

b.  Wi layah i I ,  Ser i  B
1.  Kecamatan Langsa Barat .

c .  Wi layah I I I ,  Ser i  C
1.  Kecamatan Lanosa Timur.

BAB I ] I



BAB III
PENGOPERASIAN BECAK BERMOTOR

Pasal 5

(1)  Set iap Becak Bermotor  yang d ioperas ikan d i  ja lan harus memenuhi
ketentuan sebagai berikut :
a .  Membawa surat -surat  kendaraan antara la in  Surat  Tanda Nomor

Kendaraan (STNK),  Surat  i j in  Mengemudi  (SIM),  Surat  Tanda Uj i
Kendaraan (STUK), Kaftu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Tanda
Pendaftaran Pengoperasian Becak Bermotor;

b.  Becak bermotor  mengangkut  penumpang maksimal  2  orang;
c.  Mematuhi  rambu-rambu la lu  l in tas dan ja lan yang te lah d ipasang;
d.  Semua s is tem yang d iatur  da lam persyaratan teknis  yang

di te tapkan o leh d inas ber fungsi  dengan baik ,  d i  waktu s iang
maupun  ma lam ha r i ;

e .  Mengemudikan kendaraan dengan baik  dan sopan sef ta  mematuhi
semua peraturan yang ber laku;

f  .  P lat  tanda nomor kendaraan d i tempatkan d i  depan kendaraan
utama dan d i  be lakang bak samping agar  mudah d i l ihat ;

g .  Kecepatan maksimum di  da lam Kota + 30 Km /  lam.
(2)  Trayek yang dapat  d i la lu i  becak bermotor  akan d iatur  leb ih lan jut

dalam Keputusan Wal ikota Langsa sete iah koord inas i  dengan p ihak-
p ihak terka i t .

BAB IV
MASA BERLAKU KARTU TANDA PENDAFTARAN

PENGOPERASIAN

Pasal 6

Kar tu Tanda Pendaf taran Pengoperas ian sebagaimana d imaksud dalam
Pasal  3  Qanun in i  ber laku se lama 3 ( t iga)  tahun dan dapat  d iperpanjang
set iap tahunnya dengan membayar  ret r ibus i  sebesar  Rp.  10.000 (sepuluh
r ibu rupiah)  per  un i t .

Pasal 7

Setelah masa berlaku Kaftu Tanda Pendaftaran Pengoperasian berakhir
pemi l ik  dapat  memperbaharu i /memperpanjang kembal i  dengan
berpedoman kepada persyaratan yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3
Qanun  in i .

BAB V
NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 8

Dengan nama ret r ibus i  pengoperas ian becak bermotor  d ipungut  re t r ibus i
pengoperasian becak bermotor di kawasan Kota Langsa.

Pasal 9

Objek retr ibusi pengoperasian becak bermotor adalah pelayanan yang
disediakan atau d iber ikan pemer intah kota berupa pengadaanlpembuatan
Kaftu Tanda Pendaftaran Becak Bermotor.

Pasal 1O

Subjek Retr ibus i  adalah orang pr ibadi  a tau badan hukum yang melakukan
pembayaran atau pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Kota berupa
perolehan/pemanfaatan Kartu Tanda Pendaftaran Becak Bermotor.

BAB VI  .



BAB VI
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal  11

Retr ibus i  I j in  Pengoperas ian Becak Bermotor  termasuk jen is  ret r ibus i
peri j inan tertentu.

BAB VII
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal  12

Cara mengukur  t ingkat  penggunaan jasa ret r ibus i  adalah b iaya yang
dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Langsa untuk mengadakan Kartu Tanda
Pendaftaran Pengoperasian Becak Bermotor.

BAB VIII
PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN

BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 13

Prinsip biaya cetak Kartu Tanda Pendaftaran Pengoperasian Becak
Bermotor yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif
re t r ibus i  adalah :
a .  B iaya yang d ike luarkan o leh Pemer intah Kota Langsa untuk

mengadakan Kartu Tanda Pendaftaran Pangoperasian Becak Bermotor;
b.  B iaya yang d ike luarkan o leh Pemer intah Kota Langsa sebagai  b iaya

administrasi pembuatan Kartu Tanda Pendaftaran Pengoperasian becak
bermotor;

c. Biaya lainnya berupa pengawasan pengoperasian becak bermotor.

BAB IX
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 14

(1) Struktur dan besarnya Retribusi ditetapkan sebagai berkut:

Jenis Retribusi

Biaya Kartu Tanda Pendaftaran
Pengoperasian Becak Bermotor
Biaya Adminis t ras i
Biaya Pengawasan
Biava Surat Tanda Kendaraan (STUK)

b .
c .

Rp .  10 .000 , -

Rp .  5 .000 , -
Rp .  5 .000 , -
Rp .  20 .000 , -

I

I

(2)  Hasi l  pungutan ret r ibus i  d i  setorkan ke Kas Daerah.

BAB X  . . .



BAB X
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 15

Daerah pemungutan ret r ibus i  adalah d i  wi layah Kota Langsa.

BAB XI
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal  16

Masa Retr ibus i  I j in  Pengoperas ian Becak Bermotor  adalah jangka waktu
yang lamanya 3 ( t iga)  tahun.

Pasal 17

Saat Retribusi Terutang adalah pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan
Retr ibus i  Daerah (SKRD) atau dokumen la in  yang d ipersamakan.

BAB XII
SURAT PENDAFTARAN

Pasal 18

(1)  Set iap waj ib  ret r ibus i  waj ib  mengis i  SPORD ;
(2)  SPORD sebagaimana d imaksud pada ayat  (1)  Pasal  in i  harus d i is i

dengan benar  dan lengkap ser ta d i tandatangani  o leh Waj ib  Retr ibus i
atau yang d iber i  kuasa ;

(3)  Bentuk is i  ser ta  ta ta cara pengis ian dan penyampaian SPORD
di tetapkan dengan Peraturan Wal ikota Langsa.

BAB XIII
PFNETAPAN RETRIBUSI

Pasal 19

(1)  Berdasarkan SPORD sebagaimana d imaksud dalam Pasal  18 ayat  (2)
Qanun in i ,  Retr ibus i  terhutang d i te tapkan dengan menerb i tkan SKRD
atau dokumen la in  yang d ipersamakan ;

(2)  Apabi la  berdasarkan hasi l  pemer iksaan d i temukan data baru dan atau
data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan
jumlah Retr ibus i  terutang,  maka d ike luarkan Surat  Ketetapan Retr ibus i
Daerah Kurang Bayar  Tambah (SKRDKBT);

(3)  Bentuk,  is i  dan ta ta cara penerb i tan SKRD sebagaimana d i  maksud
pada ayat  (1)  Pasal  in i ,  SKRDKBT sebagaimana pada ayat  (2)  Pasal  in i
d i te tapkan dengan Peraturan Wal ikota Langsa.

BAB XIV
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 2O

(1)  Pemungutan ret r ibus i  t idak dapat  d iborongkan;
(2)  Retr ibus i  d ipungut  dengan menggunakan SKRD atau dokumen la in

yang d ipersamakan.

BAB XV



BAB XV
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal  21

(1)  Pembayaran Retr ibus i  Daerah d i lakukan d i  kas Daerah atau d i  tempat
la in  yang d i tun juk sesuai  waktu yang d i tentukan dengan
menggunakan SKRD, SKRD labatan dan SKRD Tambahan;

(2)  Dalam hal  pembayaran d i lakukan d i  tempat  la in  yang d i tun juk,  maka
hasil  penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah
selambat- lambatnya 1 x  24 jam atau dalam waktu yang te lah
di tentukan o leh Wal ikota Langsa.

Pasal 22

(1)  Pembayaran ret r ibus i  harus d i lakukan secara tunai /  lunas;
(2)  Retr ibus i  yang terhutang d i lunasi  se lambat- lambatnya 15 ( l ima belas)

har i  se jak d i terb i tkan SKRD atau dokumen la in  yang d ipersamakan
dan SKRDKBT;

(3)  Pembayaran Retr ibus i  d iber ikan tanda bukt i  pembayaran ;
(4)  Tata cara pembayaran ret r ibus i  sebagaimana d imaksud pada ayat  (2)

Pasal  in i  d i te tapkan o leh Wal ikota.

BAB XVI
TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 23

(1)  Waj ib  Retr ibus i  dapat  mengajukan permohonan keberatan atas SKRD
dan STRD ;

(2)  Permohonan keberatan sebagaimana d imaksud pada ayat  (1)  pasal
in i ,  harus d isampaikan secara te f tu l is  kepada Wal ikota atau Pejabat
yang d i tun juk pal ing lama 2 (dua)  bulan se jak tanggal  SKRD dan
STRD ;

(3)  Pengajuan keberatan t idak menunda pembayaran ;
(4)  Permohonan keberatan sebagaimana d imaksud pada ayat  (1)  dan (2)

pasal  in i ,  harus d iputuskan Wal ikota atau Pejabat  yang d i tun juk dalam
jangka waktu pal ing lama 6 (enam) bulan se jak tanggal  permohonan
keberatan d i ter ima.

BAB XVII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 24

(1)  Waj ib  Retr ibus i  harus mengajukan permohonan ter tu l is  kepada
Wal ikota untuk perh i tungan pengembal ian ret r ibus i  ;

(2)  Atas dasar  permohonan sebagaimana d imaksud pada ayat  (1)  pasal
in i ,  a tas ke lebihan pembayaran ret r ibus i  dapat  langsung
diperh i tungkan ter leb ih dahulu dengan hutang ret r ibus i  a tau sanksi
admin is t ras i  berupa denda o leh Wal ikota ;

(3)  Atas permohonan sebagaimana d imaksud pada ayat  (2)  Pasal  in i ,
yang berhak atas ke lebihan pembayaran tersebut  dapat
d iperh i tungkan dengan pembayaran ret r ibus i  se lan jutnya.

Pasal 25

(  1)  Dalam hal  ke lebihan pembayaran ret r ibus i  yang ters isa sete lah
di lakukan perh i tungan sebagaimana d imaksud pada Pasal  24 Qanun

1 n

i n i ,  d i te rb i tkan



( 2 )

( 3 )

( 1 )

ini,  diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterima
permohonan pengembal ian ke lebihan pembayaran ret r ibus i ;
Kelebihan pembayaran ret r ibus i  sebagaimana d imaksud pada ayat  (1)
Pasal  in i ,  d ikembal ikan kepada Waj ib  Retr ibus i  pa l ing lambat  2 (dua)
bulan se jak d i terb i tkan SKRDLB;
Pengembal ian ke lebihan pembayaran Retr ibus i  d i lakukan sete lah
lewat  waktu 2 (dua)  bulan se jak d i terb i tkannya SKRDLB, Wal ikota
memberi imbalan lasa 2 o/o (dua persen) sebulan.

Pasal 26

Pengambi lan sebagaimana d imaksud dalam pasal  25 Qanun in i
d i lakukan dengan menerb i tkan surat  per in tah pembayaran ke lebihan
ret r ibus i ;

(2)  Perh i tungan pengembal ian sebagaimana d imaksud pada ayat  (1)
Pasal  in i ,  d i terb i tkan bukt i  pemindahan buku ber laku sebagai  bukt i
pemDayaran.

BAB XVIII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 27

Wal ikota Langsa dapat  member ikan pengurangan,  ker inganan dan
oembebasan retr ibusi;
Tata cara pemberitahuan pengurangan/ keringanan dan pembebasan
ret r ibus i  sebagaimana d imaksud pada ayat  (1)  Pasal  in i ,  d i te tapkan
dengan Keputusan Wal ikota.

BAB XIX
TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN

PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN
PEMBATALAN

Pasal 28

(1)  Waj ib  Retr ibus i  dapat  mengajukan permohonan pembetu lan SKRD
dan STRD apabi la  dalam penerb i tannya terdapat  kesalahan tu l is ,
kesalahan h i tung dan atau kekel i ruan dalam penerapan peraturan
perundang-undangan ret r ibus i  daerah;

(2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau
penghapusan sanksi  admin is t ras i  berupa denda kenaikan ret r ibus i
yang terhutang dalam sanksi  tersebut  yang d isebabkan bukan dar i
kesalahan waj ib  ret r ibus i ;

(3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau
pembatasan ketetapan retr ibusi yang t idak benar;

(4)  Permohonan pembetu lan sebagaimana d imaksud pada ayat  (1)  pasal
in i ,  pengurangan penghapusan dan pengurangan sanksi  admin is t ras i
sebagaimana d imaksud pada ayat  (2)  pasal  in i  dan pembatasan
sebagaimana d imaksud pada ayat  (3)  pasal  in i  harus d isampaikan
secara terLulis oleh wajib retr ibusi kepada Walikota Langsa atau
pejabat  yang d i tun juk pal ing lama 30 (  t iga puluh)  har i  se jak tanggal
d i ter ima SKRD dan STRD dengan member ikan a lasan yang je las dan
meyakinkan untuk mendukung permohonan;

(5)  Keputusan atau permohonan sebagaimana d imaksud pada ayat  (4)
pasal  in i  d ike luarkan o leh Wal ikota dan Pejabat  yang d i tun juk pal ing
lama 14 (empat  belas)  har i  se jak permohonan d i ter ima;

(6)  Apabi la  lewat  14 (empat  belas)  har i  sebagaimana d imaksud pada ayat
(5)  pasal  in i ,  Wal ikota Langsa atau pejabat  yang d i tun juk t idak
member i  keputusan maka permohonan pembetu lan,  pengurangan

( r l

( 2 )
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ketetapan



ketetapan,  penghapusan atau pengurangan sanksi  admin is t ras i  dan
pembata lan d ihapuskan.

BAB XX
KEDALUARSA PENAGIHAN

Pasal 29

(  1)  Hak untuk melakukan penagihan ret r ibus i ,  Kedaluarsa te lah
melampaui  jangka waktu 3 ( t iga)  tahun terh i tung se jak saat
terhutangnya ret r ibus i ,  kecual i  apabi la  waj ib  ret r ibus i  melakukan
t indak p idana d i  b idang ret r ibus i ;

(2)  Kadaluarsa penagihan ret r ibus i  sebagaimana d imaksud pada ayat  (1)
pasal  in i ,  te f tangguhkan apabi la  :
a. Diterbitkan surat teguran atau ;
b .  Ada pengakuan hutang ret r ibus i  dar i  waj ib  ret r ibus i  ba ik  langsung

maupun  t i dak  l angsung .

BAB XX
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 3O

Dalam hal  waj ib  ret r ibus i  membayar  t idak tepat  pada waktunya atau
kurang membayar  d ikenakan sanksi  admin is t ras i  berupa denda sebesar  2
% (dua persen)  set iap bulan dar i  re t r ibus i  yang terhutang atau kurang
dibayar  dan d i tag ih dengan menggunakan STRD.

BAB XXI
INSTANSI PEMUNGUT

Pasal  31

Instansi Pemungutan untuk biaya pembuatan Kartu Tanda Pendaftaran
Pengoperasian Becak Bermotor, biaya administrasi dan biaya pengawasan
adalah Dinas Perhubungan,  Komunikas i  dan In format ika Kota Langsa.

BAB XXII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

(1)  Waj ib  Retr ibus i  yang t idak melakukan kewaj iban sehingga merugikan
keuangan daerah d iancam pidana kurungan pal ing lama 6 (enam)
bulan atau denda pal ing banyak 4 (empat)  ka l i  jumlah ret r ibus i  yang
terh uta ng;

(2)  Pengenaan p idana sebagaimana d imaksud ayat  (1)  pasal  in i ,  t idak
mengurangi  kewaj iban ret r ibus i  ;

( 3 )  T indak  P idana  sebaga imana  d imaksud  pada  aya t  (1 )  pasa l  i n i  ada lah
pe la  nggaran .

T2

BAB XXIIJ



BAB XXIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 33

(1)  Penyid ik  atas t indak p idana sebagaimana d imaksud dalam Pasal  32
Qanun in i ,  d i laksanakan o leh Penyid ik  Pegawai  Neger i  S ip i l  (PPNS) d i
l ingkungan Pemer intah Kota Langsa.

(2)  Dalam melaksanakan tugas penyid ik ,  Penyid ik  Pegawai  Neger i  S ip i l
sebagaimana d imaksud dalam ayat  (1) ,  berwenang :
a.  Mener ima,  mencar i  mengumpulkan dan menel i t i  keterangan atau

laporan berkenaan dengan t indak p idana;
b.  Menel i t i ,  mencar i  mengumpulkan keterangan mengenai  orang

pr ibadi  a tau laporan berkenaan dengan t indak p idana;
c.  Meminta keterangan dan barang bukt i  dar i  orang pr ibadi  a tau

badan sehubungan dengan t indak p idana;
d.  Memer iksa buku-buku catatan-catatan dan dokumen-dokumen

la in berkenaan dengan t indak p idana;
e,  Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukt i

pembukuan,  pencatatan dan dokumen-dokumen la in  ser ta
melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

f .  Meminta bantuan tenaga ahl i  da lam rangka pelaksaaan tugas
penyid ikan t indak p idana;

q,  Menyuruh berhent i ,  melarang seseorang meninggalkan ruangan
atau tempat  pada saat  pemer iksaan sedang ber langsung dan
memer iksa ident i tas orang dan atau dokumen yang d ibawa
sebagaimana d imaksud pada huruf  e  pasal  in i ;

h .  Mengambi l  s id ik  jar i  dan memotret  seseorang yang berkai tan
dengan  t i ndak  p idana ;

i .  Memanggi l  orang untuk d idengar  keterangannya dan d iper iksa
sebagai  tersangka atau saks i ;

j .  Menghent ikan penyid ikan sete lah mendapat  petunjuk dar i
penyidik POLRI bahwa t idak terdapat cukup bukti atau perist iwa
tersebut  bukan merupakan t indak p idana dan se lanjutnya mela lu i
penyid ik  POLRI member i tahukan hal  tersebut  kepada penuntut
umum/ tersangka atau ke luarganya;

k.  Melakukan t indakan la in  yang per lu  untuk ke lancaran penyid ikan
t indak p idana menurut  hukum yang dapat  d iper tanggung
jawabkan .

(3)  Penyid ik  sebagaimana d imaksud pada ayat  (1)  member i tahukan
dimula inya penyid ikan dan menyampaikan hasi l  penyid ikannya kepada
Penuntut  Umum mela lu i  Penyid ik  Pejabat  Pol is i  Negara Republ ik
Indonesia sesuai  dengan ketentuan yang d iatur  da lam Ki tab Undang-
Undang  Hukum Acara  P idana ,

BAB XXIV
PENGAWASAN

Pasal 34

Pengawasan pelaksana Qanun in i  menjadi  wewenang Wal ikota Langsa atau
pejabat  yang d i tun juk.

1 3
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BAB XXV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Hal-hal  yang belum diatur  da lam pelaksanaan Qanun in i  sepanjang
mengenai  teknis  pelaksanaannya akan d iatur  leb ih lan jut  o leh Wal ikota
La ngsa.

Pasal 36

Dengan ber lakunya Qanun in i  semua Peraturan yang mengatur  mengenai
Pengoperasian Becak Bermotor yang bertentangan dengan Qanun ini
d inyatakan t idak ber laku lag i .

Pasal 37

Qanun in i  mula i  ber laku pada tanggal  d iundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya dan memerintahkan
pengundangan Qanun in i  dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kota Langsa.

Disahkan di Langsa
pada tanggal  27 Oktober  2008 U

27 Syawal  1429 H

Diundangkan d i  Langsa
pada ta nssa | ?_7__Ol,Laber _20_Q8_I

27 Syawal 1429 H

ARIS DAERAH,

LEMBARAN DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2OO8 NOMOR 13



PENJELASAN
ATAS

QANUN KOTA LANGSA
NOMOR 13 TAHUN 2OO8

TENTANG
IJIN PENGOPERASIAAN BECAK BERMOTOR

DALAM KOTA LANGSA

I. PENJELASAN UMUM

Becak Bermotor  adalah sa lah satu sarana t ranspor tas i  darat  yang d igunakan o leh
masyarakat  da lam kota Langsa d imana semakin har i  semakin banyak jumlahnya.
Dioptimalkannya pemanfaatan jasa transportasi dan pengoperasian becak bermotor
adalah guna mewujudkan la lu  l in tas yang aman dan tef t ib ,  dan d ipandang per lu
d i lakukan pengaturannya d i  da lam Qanun sehingga tercapai  kepast ian hukum di
samping untuk meningkatkan pendapatan as l i  daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Cukup  Je las

Pasal 4
Cukup Jelas

Pasal  5
Cukuo Jelas

Pasal  6
Cukup  Je las

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal  B
Cukup Jelas

Pasal  9
Cukuo  Je las

Pasal  10
Cukup Jelas

Pasal  1  1
Cukup Jelas

Pasal  12
Cukup Jelas

Pasal  13
Cukup Jelas

Pasal  14
Cukup je las

Pasal  15
Cukup le las

Pasal  16
Cukup Jelas

Pasal  17
Cukup Jelas

Pasal  1B
Cukup  Je las

Pasal  19
Cukup Jelas

Pasal  20
Cukup Jelas

Pasal  21
Cukup  Je las
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Pasal  22
Cukup Jelas

Pasal  23
Cukup  Je las

Pasal  24
Cukup Jelas

Pasal  25
Cukup Jelas

Pasal  26
Curkup Je las

Pasal  27
Cukup  le las

Pasal  28
Cukup  Je las

Pasal 29
Cukup  Je las

Pasal  30
Cukup  Je las

Pasal  31
Cukup  Je las

Pasal  32
Cukup  Je las

Pasal  33
Cukup  Je las

Pasal  34
Cukup  Je las

Pasal  35
Cukup Jelas

Pasal  36
Cukup  Je las

Pasal  37
Cukup  Je las
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